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ABSTRAK

Umumnya pembatalan perkawinan dilakukan dengan alasan bahwa
perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974
serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama islam. Akan tetapi di
Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat fenomena menarik mengenai putusan
pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dimana dikabulkannya
permohonan pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan dalam
perkara ini adalah suami menderita kelainan seksual sehingga pemohon merasa
tertipu. Penyusun dalam skripsi ini mencoba untuk menganalisis mengapa
kelainan seksual dalam perkara ini dapat dijadikan suatu alasan untuk melakukan
pembatalan perkawinan dan apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam
memutus perkara serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum
yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library
research) yang bersifat preskriptif. Penyusun dalam menganalisa permasalahan ini
menggunakan analisis data kualitatif dengan cara berfikir deduktif, yaitu dengan
mengkaji ketentuan dalam aturan yuridis dan normatif mengenai putusan
permohonan pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/PA.Yk kemudian
dijadikan dasar untuk menganalis. Analisis putusan permohonan tersebut
menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka
disimpulkan bahwa kelainan seksual yang diajukan pemohon dalam perkara
pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dapat diterima sebagai
salah satu bentuk penipuan atau salah sangka yang dilakukan oleh termohon
kepada pemohon, karena termohon dengan sengaja menutupi kelainan seksual
yang dideritanya dan alasan pembatalan perkawinan dalam perkara ini telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum
Islam. Dasar-hukum yang digunakan Majelis-Hakim dalam menjatuhkan putusan
perkara pembatalan perkawinan ini-adalah Pasal 72 ayat (2).Kompilasi Hukum
Islam, Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengaturan dalam
Pasal 1328 KUHPerdata, Indentitas menurut Erikson, dan berdasarkan Dalil
Syar’i dalam Kitab Sirajul Wahhaj. Tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum
yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini menurut penyusun
telah sesuai dengan hukum Islam dimana dalam perkara ini dasar hukum yang
digunakan tidak terlepas dari kitab figh serta telah sesuai dengan gawa’idul
fighiyyah yaitu seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus sesuali
dengan kemashalatan terhadap rakyat dan hakim juga telah menghilangkan
kemudaratan bagi pemohon dalam perkara ini.
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MOTTO

Jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu,
Tapi lakukanlah terus menerus,

Tiada yang dapat meluruskan tongkatmu,

Kecuali meluruskannya terus menerus*
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Karya ini saya persembahkan untuk :
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Ayahanda H- Abul Aziz dan lbunda Hj- Hasnawati,
yang terdari segalanya selalu mendo’akan dengan tulus ikhlas dan
senantiasa memberikan dukungan terbaik secara moril maupun materiil-

Terima kasih yang tak tenilai oleh apapun ---
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain.
Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab
ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi
ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987

tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
‘ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba’ B be
i Ta’ 1 te
< Sa’ $ es (dengan titik di atas)
al Jim J je
d Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ Kh ka dan ha
> Dal D de

viii




Zal Z zet (dengan titik di atas)
Ra’ R er

Zai 4 zet

Sin S es

Syin Sy es dan ye

Sad S es (dengan titik di bawah)
Dad d de (dengan titik di bawah)
Ta’ t te (dengan titik di bawah)
Za’ v zet (dengan titik di bawah)
‘ain g koma terbalik di atas
Gain G ge

Fa’ F ef

Qaf Q qi




4 Kaf K ka
J Lam L el
¢ Mim M em
o Nun N en
9 Waw W w
» Ha’ H ha
s apostrof
¢ ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Ditulis

C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h



ditulis

ditulis

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis h.

kasrah atau dammah

AKA

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis

Xi



E. Vokal Panjang

F. Vokal Rangkap

Kasrah

ditulis

Dammah

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

LIJA
AR

ditulis

ditulis

Xii




ditulis
2
ditulis

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

ditulis

ditulis

H. Kata Sanda I

Kata sandang d jan huruf J', namun dalam

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh

_ STATE ISLAMIC UNIVERSIT
"“SUNAN"KALTJAGA
1. Bila diikuti huruf&mavah K A R

Kata!ndagg)yang diikuti oleh huruf Qamariyya délsliterasikan sesuai

dengan bunyinya yakni menggunakan huruf awal “al”

ditulis
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e ditulis al-Qiyas

2.Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya yakni dengan menghilangkan huruf “I” (el)

nya.

Blazd) Ditulis as-Sama’

el Ditulis asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

23 lagd Ditulis Zawi al-Furid
a) Jaf Ditulis Ahl as-Sunnah
Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab’ huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf
awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf

awal kata sandangnya. Contoh:
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SSPNAIENES IS

Syahru Ramadan al-Lazz unzila fih al-Qur’an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

a.

Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat,
dan sebagainya.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah dan
sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri
Soleh dan sebagainya.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya
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KATA PENGANTAR
ni 9 s Ly L b g L Jj:oi < ew\j My el & 4 e

) ag J) Ol v 09 e ameny
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Perkawinan di
Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas
UU No. 1 Tahun 1974, kemudian untuk orang yang beragama Islam berlaku juga
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai
pelengkap dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu yang selama-lamanya
sampai matinya salah seorang dari pasangan suami istri tersebut. Namun dalam
keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Suatu
hubungan perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan
pembatalan perkawinan.® Seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 22 yaitu putusnya perkawinan dikarenakan pembatalan perkawinan dapat

! Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.



terjadi terhadap perkawinan yang tidak memehuni syarat-syarat yang telah
ditentukan ketika melangsungkan perkawinan.®

Pembatalan perkawinan dalam Islam disebut fasakh dari kata fa sa kha yang
secara etimologi berarti merusak, jika dihubungkan dalam perkawinan berarti
merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan.® Menurut Sajuti Thalib
bahwa arti fasakh adalah diputuskannya hubungan perkawinan atas permintan
salah satu pihak karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa
tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.”

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 25 jo Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974,
yaitu Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Umum
bagi yang lainnya. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada
Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau
sesuai dengan tempat tinggal kedua suami istri.® Pihak-pihak yang diperbolehkan

untuk mengajukan.-permohonan. pembatalan, perkawinan-adalah keluarga dari

® Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, (

Jakarta : Sinar Grafika, 2006), him. 284.

241.

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Jakarta : Kencana, 2009 ), him.

®> Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 137.

® Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 25.



mempelai suami atau istri dengan garis keturunan lurus keatas, suami atau istri,
dan Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.’

Perkara mengenai pembatalan perkawinan tidaklah sebanyak perkara
perceraian, sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dimana
perkara perceraian pada tahun 2018 sampai 2019 terdapat 1.167 kasus sedangkan
perkara pembatalan perkawinan pada tahun 2018 samapai 2019 hanya terdapat 3
kasus.® Perkara pembatalan perkawinan yang biasanya ditangani oleh Pengadilan
Agama adalah tentang pemalsuan identitas, pemalsuan status perkawinan, wali
yang tidak sah dan sebagainya. Namun ada fenomena menarik yang terjadi di
Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu pernah ada suatu perkara pembatalan
perkawinan karena suami mengalami kelainan seksual yaitu dalam putusan
perkara nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk. Hal ini berawal dari perkawinan seorang
wanita (pemohon) dan seorang laki-laki (termohon) dimana selama perkawinan
berlangsung sampai diajukannya permohonan pembatalan perkawinan belum
pernah berhubungan badan .sebagaimana -layaknyasuami-istri, pemohon juga
menemukan kejanggalan yang ada dalam diri termohon. Berdasarkan dari
kejanggalan yang.ada dalam diri termohon, perkiraan pada awal bulan November

2018, akhirnya ditemukan jawaban atas kejanggalan yang dirasakan oleh

" Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23.

? hitps://putusan3.mahkamahagung.go.id/ diakses pada Rabu 11 Maret 2020.
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pemohon, dan saat itu termohon akhirnya mengaku jika dia mengalami kelainan
seksual.

Putusan tersebut menyatakan batal perkawinan antara pemohon dan termohon,
juga mengabulkan permohonan pemohon sebagaian dengan verstek. Putusan ini
menarik untuk dibahas mengingat alasan pembatalan perkawinan yang diajukan
istri adalah karena suami mengalami kelainan seksual. Kelainan seksual inilah
yang membuat penyusun merasa tertarik untuk membahas lebih mendalam.
Penyusun akan membahas mengapa kelainan seksual dapat dijadikan alasan untuk
dilakukannya pembatalan perkawinan dan apa yang menjadi dasar hukum Majelis
Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta,
karena Pengadilan Agama Yogyakarta kelasnya lebih tinggi dibandingkan dengan
Pengadilan Agama yang lainnya yaitu kelas 1A, selain itu Pengadilan Agama
Yogyakarta adalah salah satu pengadilan yang berkompoten untuk melakukan
proses perkara pada tingkat pertama-dan di Pengadilan-Agama Yogyakarta inilah
terdapat perkara nomor: 176/Pdt.G/PA.Yk yang berkenaan dengan permohonan
pembatalan perkawinan-dikarenakan kelainan seksual suami.

Berdasarkan dari uraian di atas penyusun tertarik untuk mengangkat sebuah
judul dalam skripsi ini yaitu “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
SUAMI KELAINAN SEKSUAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMER 176/Pdt.G/ 2019/

PA.YK”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka

penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa kelainan seksual dapat dijadikan alasan untuk melakukan
pembatalan perkawinan ?

2. Apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan
putusan pembatalan perkawinan pada perkara nomor:
176/Pdt.G/2019/PA.Yk dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai
dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan putusan
pada perkara nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan di
atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
a. Untuk menjelaskan mengapa kelainan seksual dapat dijadikan alasan
untuk melakukan pembatalan perkawinan.
b. Untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim
dalam menjatuhkan putusan perkara nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.YK.
serta menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai dasar

hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini.



2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Manfaat Teoritik
Diharapkan dengan adanya penyusunan skripsi ini menambah referensi,
literatur, dan wawasan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan pembatalan perkawinan karena suami kelainan seksual. Diharapkan
juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian
sejenis.
b. Manfaat praktis
Diharapkan dapat dijadikan kontribusi- pemikirian bagi masyarakat dalam
masalah yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dikarenakan suami
kelainan seksual.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas
subyek yang sama. Berkaitan dengan judul penelitian penyusun, bukanlah hal
baru lagi untuk diteliti. Hasil penelusuran beberapa penelitian yang memiliki
korelasi dengan topik skripsi ini, seperti yang telah ditulis oleh :

Pertama, tulisan Husni Nur. A Sirri dengan judul *“ Penipuan Keadaan Diri

Oleh Istri Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan ( Studi Putusan Pengadilan



Agama Wonosari Nomor : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno).” Skripsi ini membahas
tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami (pemohon) terkait
adanya penipuan keadaan diri oleh istri (termohon) dimana pada waktu
melangsungkan resepsi perkawinan tiba-tiba termohon pingsan dan diketahui
dalam keadaan hamil padahal pemohon mengakui belum pernah berhubungan
badan layaknya suami istri dengan termohon . Dalam skripsi ini pembahasannya
lebih fokus kepada pembuktian yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan
perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan keadaan diri istri dalam
proses perkawinannya. Sedangkan skripsi penyusun, menekankan pada dasar
hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

Kedua, tulisan Risma Alvi Azizah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan ldentitas (Studi Putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.Yk)”.*® Skripsi ini
membahas tentang permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan
identitas, permohonan tersebut bermula dari diketahuinya status termohon yang
ternyata ketika menikah dengan pemohon menggunakan identitas diri yang tidak

benar dan masih-terikat perkawinan dengan pihak lain.-Pembahasan dalam skripsi

® Husni Nur. A Sirri dengan judul “ Penipuan Keadaan Diri Oleh Istri Sebagai Alasan
Pembatalan  Perkawinan  (Studi  Putusan  Pengadilan Agama  Wonosari  Nomor
0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2011.

0 Risma Alvi Azizah, “Tinjauan Hukum lIslam Terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.Yk)”, Skripsi Fakultas Syariah
dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.



ini lebih menekankan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan
perkawinan karena pemalsuan identitas serta akibatnya.

Ketiga, tulisan Atia Fani Rifqoh dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam dan
Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan
Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Nomor: 158/Pdt.G 2010/PA.Yk)”.!
Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan
tanpa sepengetahuan dan seizin isteri pertama bahkan melakukan pemalsuan
identitas agar dapat melaksanakan perkawinan tersebut. Permohonan pembatalan
perkawinan dalam perkara ini bermula dari diketahuinya status tergugat yang
ternyata ketika  menikah dengan istri yang kedua dengan tergugat Il
menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan
dengan penggugat. Dalam skipsi ini lebih menenkankan kepada akibat dari
pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas sedangkan skripsi penyusun
membahas tentang apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam
menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan.

Keempat, tulisan Saifan Dzulgarnain dengan judul * Tinjauan Hukum Islam
dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas

Dalam Perkawinan Poligami ( Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor

11 Atia Fani Rifqoh, “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan
Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan
Agam Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.Yk)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan
Kalijaga, 2013.



996/Pdt.G/2012/PA.Cmi ).”*? Skripsi ini membahas tentang kasus pembatalan
perkawinan yang diajukan oleh istri pertama dikarenakan suami menikah lagi
tanpa persetujuan istri pertama dan suami juga melakukan kebohongan dengan
mengaku sebagai jejaka, serta skripsi ini dianalis dengan Hukum Islam dan
hukum positif. Perbedaan dengan skripsi penyusun ialah skripsi penyusun
membahas tentang pembatalan perkawinan karena suami kelainan seksual dan
skripsi penyusun lebih fokus mengenai apakah kelainan seksual dapat dijadikan
alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan.

Kelima, tulisan Sri Turatmiyah dan M. Syarifuddin dengan judul “Akibat
Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan
Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan.”*® Jurnal ini membahas
mengenai faktor penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama
Palembang, Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri.
Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif
didukung -dengan-empiris. Kesimpulan dalam. jurnal -ini-yang pertama, dalam
putusan = nomor: /0587/Pdt.G/2013/PA.Plg = dan putusan ~ nomor:

796/Pdt.G/2010/PA.Llg-faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan wali

12 Saifan Dzulqarnain, “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan
Perkawinan Karena Pemalsuan ldentitas Dalam Perkawinan Poligami ( Studi Putusan Pengadilan
Agama Cimahi Nomor 996/Pdt.G/2012/PA.Cmi )”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2015.

3 Sri Turatmiyah, “ Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum
Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, Jurnal Hukum IUS
QUIA IUSTUM, Vol. 22, No. 1, (Januari 2015), him. 163.
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yang tidak sah. Kedua, akibat hukum bagi anak Pasal 28 UUP tetap anak sah dan
bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai akibat hukum yang
sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad
baik dari suami dan istri, akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada
dan keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.

Keenam, tulisan Hotnidah Nasution dengan judul “ Pembatalan Perkawinan
Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Postif).”** Jurnal ini
membahas mengenai pembatalan perkawinan Poligami di Indonesia, dasar
pembatalan perkawinan poligami, tatacara permohonan pembatalan perkawinan
poligami serta akibat hukum pembatalan perkawinan poligami. Perbedaan jurnal
ini dengan skripsi penyusun adalah dalam jurnal ini lebih fokus membahas
pembatalan perkawinan poligami sedangkan skrisi penyusun membahas mengenai
pembataln perkawinan karena kelainan seksual suami.

Ketujuh, tulisan Marwah dengan judul “ Permohonan Pembatalan Perkawinan
Yang Dilakukan-Istri. Pertama .Berdasarkan, UU- No. ;- Tahun 1974 tentang

Perkawinan.””*’

Jurnal Ini membahas mengenai permohonan pembatalan
perkawinan. yang. dilakukan istri pertama berdasarkan-UU. No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dengan identifikasi masalah istri pertama dapat mengajukan

 Hotnidah Nasution, “ Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan
dari Hukum Positif),” Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No.1, (Juni 2013), him. 137.

5 Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Vol.3, No. 4, (2015).
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permohonan pembatalan perkawinan terhadap suaminya dengan istri kedua dan
akibat hukum pembatalan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan
keduanyam metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis
empiris. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penyusun adalah dalam jurnal ini
menggunakan metode peniltian yuridis empiris sedangkan penyusun dalam
skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Dari berbagai karya ilmiah yang telah penyusun kemukakan di atas, hampir
memiliki ketitik samaan pada skripsi penyusun, namun ada hal yang membedakan
penelitian ini yaitu mengenai waktu, lokasi penelitian, serta sistem persoalan yang
berbeda. Dalam penelitian penyusun ini akan fokus mengenai analisis mengapa
kelainan seksual dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan
dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dan dari kelima skripsi yang
telah dikemukakan di atas belum ada yang membahas tentang pembatalan
perkawinan karena suami kelainan seksual, terutama pengkajian pembatalan
perkawinan-pada perkara Nomor:. 176/Pdt.G/2019/PA.Yk. Oleh karena itu topik
penelitian ini cukup layak dibahas lebih lanjut.

. Kerangka Teori

Menurut pendapat as-Sayyid Sabiq, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul

Qadir Jaelani tujuan dan hikmah dari perkawinan adalah sebagai berikut :
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a. Perkawinan sebagai jalan terbaik untuk memelihara dan berkorban guna
kepentingan anak-anak dan memperbanyak keturunan dalam
melanjutkan kehidupan dengan memelihara garis keturunan ;

b. Untuk mengetahui hakihat pertanggungjawaban dalam memelihara dan
mendidik anak;

c. Persaudaraan yang langgeng (teman sehidup semati) diantara pria dan
wanita ;

d. Menumbuhkan kesungguhan dan tanggung jawab serta berusaha dalam
mencari rizki untuk menghidupi keluarga.*®

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ikatan perkawinan harus memenuhi
syarat-syarat hukum yang berlaku seperti yang telah dijelaskan dalam undang-
undang. Jika perkawinan tidak sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku
maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti
menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang
tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada: UU No. 1. Tahun.1974 tidak mengatur
secararinci mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk- melakukan pembatalan
perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 24, 26, dan
27 sebagai berikut :

a. Perkawinan dapat dibatalkan apabila salah saru dari kedua belah pihak
masih terikat perkawinan dengan pihak yang lain;

16 Abdul Qadir Jaelani , Keluarga Sakinah, (Surabaya: Cahaya Ilmu, 1995), him. 41.
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b. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat
perkawinan yang tidak memiliki kewenangan;
c. Perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah dan
dilakukan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi;
d. Perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman yang dapat
meyebabkan perbuatan pelanggaran hukum;
. Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka
mengenai diri suami atau istri.

(1]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 juga menjelaskan mengenai alasan-alasan
pembatalan perkawinan namun tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam UU
No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan
yakni sebagai berikut :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain

3. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana
yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7.

Pembatalan perkawinan dalam Islam disebut dengan fasakh yang berarti batal
atau rusak. Menurut Ensiklopedia Islam fasakh adalah pemutusan hubungan
perkawinan oleh Hakim atas permintaan suami atau isteri akibat timbulnya hak-
hak yang dianggap berat oleh suami-atau istri-atau-keduanya sehidngga mereka
tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri ‘dalam mencapai
tujuannya.”~ Jika-perkawinan itu tetap dilanjutkan-maka-kehidupan rumah tangga
akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan akan semakin bertambah buruk

keadaanya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya hal demikian seperti

yang dijelaskan dalam firman Allah SWT :

7 Departemen Agama RI, Ensiklopedia Islam di Indonesia, ( Jakarta: Arda Utama
1992/1993), him. 282.
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Islam tidak menghendaki adanya kemudaratan dan melarang utuk saling

menimbulkan suatu kemudaratan. Dalam sebuah hadist dinyatakan bahwa :
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Kemudian menurut gawa ’idul fighiyyah :
il

Berdasarkan dengan firman Allah SWT, hadist dan gawa’idul fighiyyah maka
jika dalam suatu kehidupan rumah tangga suami istri terjadi keadaan atau sikap
yang menimbulkan kemudaratan bagi saah satu pihak, maka kemudaratan tersebut
harus dihilangkan dengan meminta hakim untuk memfasakhkan perkawinannya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan-dalam penelitian ini diklasifikasikan
sebagal berikut :

1. JenisPenelitian

18 Al-Baqarah (2): 231.

" Yahya Ibn Yahya Ibn Katsir al-Andalusi, a/-Muwata’ li Imam Malik \bn Anas, (Beirut:
Dar al-fikr, 1989), 489.

20 as-Sayyid Sabiq, Fighu as-Sunnah, (Beirut: Dar Al Fikr Al-Faroby, 1992), him. 107.
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah
studi pustaka (library research). Library research adalah serangkaian kegiatan
yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, pustaka, membaca dan
mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. la merupakan penelitian yang
memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.?
Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan
Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim dari Pengadilan Agama
Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif yaitu penelitian yang
mempelajari tinjauan hukum, nilai-nilai keadilan, validalitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.”” Preskriptif adalah
memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan
keadaan atau fakta yang ada mengenai pelaksanaan putusan pengadilan Agama
Kota Yogyakarta tentang. pembatalan, perkawinan-pada -kasus permohonan
pembatalan perkawinan.

3. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yang digunakan yaitu

sebagai berikut :

him. 3.

2l Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004),

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 22.
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a. Data Primer
Data Primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai data pokok
dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari
putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 176/Pdt.G/2019/PA.Yk.
b. Data Sekunder
Data Sekunder yang digunakan berupa buku-buku, atau karya yang
mendukung dan yang memiliki relevansi dengan pembatalan perkawinan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini termaksud kategori kepustakaan (library research). Oleh
karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yaitu
dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek yang
dimaksud yaitu pembatalan perkawinan.”
5. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang, digunakan dalam penyusunan-skripsi-ini adalah :
a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan
mendasarkan-—pada - aturan . perundang-undangan. yang berlaku di

Indonesia mengenai masalah pembatalan perkawinan.

2 suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2000), him. 234.
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b. Pendekatan Normatif*, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti
dengan mendasarkan pada Hukum Islam, berarti melakukan pemahaman
terhadap ketentuan nash baik al-Qu’ran, Hadist maupun pandangan
Ulama mengenai pembatalan perkawinan.

6. Analisis Data

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif
kemudian disajikan dengan metode deduktif, metode ini dimaksudkan untuk
menyimpulkan prinsip berdasarkan fakta-fakta hukum. Adapun penerapannya
dengan cara dengan mengkaji ketentuan dalam aturan yuridis dan normatif
mengenai  putusan  permohonan  pembatalan  perkawinan  nomor:
176/Pdt.G/PA.Yk kemudian dijadikan dasar untuk menganalis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini agar lebih sistematis, maka
penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai
berikut :

Bah pertama, merupakan bab pendahuluan yang-pembahasannya terdiri dari
latar belakang masalah yang menjadi ‘dasar. untuk merumuskan pokok
permasalahan, selanjutnya terdiri dari tujuan dan kegunaan dari penyusunan
penelitian ini, lalu adanya telaah pustaka sebagai upaya untuk mendapatkan

sebuah referensi bagi penyusun tentang penelitian ini serta untuk mengambarkan

# Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), him. 42.



18

perbedaan antara karya terdahulu dengan penelitian ini. Selanjutnya mengenai
pembahasan kerangka teoritik yang merupakan alur pemikiran berdasarkan teori
yang mendukung penelitian, kemudian adanya metode penelitian dan diakhiri
pada bab ini dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun membahas pada bab ini menjadi tiga bagian. Pertama,
mengenai pembatalan perkawinan menurut hukum positif yang mencakup
beberapa aspek yaitu pengertian dan alasan pembatalan perkawinan, prosedur
pengajuan pembatalan perkawinan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan.
Kedua, mengenai pembatalan perkawinan menurut hukum Islam yang juga
mencakup beberapa aspek yaitu pengertian pembatalan perkawinan, sebab-sebab
terjadinya pembatalan perkawinan serta hikmah dan akibat pembatalan
perkawinan. Ketiga, mengenai identitas diri menurut Erikson.

Bab ketiga, pada bagian ini penyusun membahas mengenai gambaran umum
Pengadilan Agama Yogyakarta, dan dilanjutkan dengan menguraikan perkara
pembatalan--perkawinan . yang. terdapat. dalam - putusan perkara Nomor:
176/RPdt.G/2019/PA. Yk.

Bab keempat; berisi-tentang analisis mengenai-alasan pembatalan perkawinan
dan dasar hukum serta tinjauan hukum Islam mengenai dasare hukum yang
digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menjatuhkan
putusan perkara pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/PA.Yk

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian secara

keseluruhan. Selain kesimpulan pada bab kelima ini juga berisi saran yang



19

kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan

dengan penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penyusun paparkan pada setiap bab-bab

sebelumnya, maka di akhir bagian penelitian ini penyusun akan menarik sebuah

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang penyusun teliti, diantara sebagai

berikut :

1. Kelainan seksual yang diajukan pemohon dalam perkara pembatalan
perkawinan nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dapat diterima sebagai salah
satu bentuk penipuan atau salah sangka yang dilakukan oleh termohon
kepada pemohon, karena termohon dalam perkara ini dengan sengaja
menutupi kelainan seksual yang dideritanya. Dalam hukum Islam
sebagaian Ulama pada dasarnya membolehkan istri atau suami untuk
menuntut  fasakh kepada hakim dan hakim boleh memfasakhkan
perkawinan tersebut apabila salah satu pihak terbukti-menderita cacat
atau penyakit yang sulit disesmbuhkan.”Pembatalan perkawinan dalam
perkara ini adalah karena suami mengalami kelainan seksual, suatu
kelainan seksual juga dianggap sebagai suatu kecacatan sehingga
perkara pembatalan perkawinan ini juga telah sesuai dengan hukum

Islam.
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2. Dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor:
176/Pdt.G/2019/PA.Yk adalah berdasarkan pada Pasal 72 ayat (2) KHI,
penjelasan Pasal 72 ayat (2) KHI dan berdasarkan dalil syar’i dalam
Kitab Sirajul Wahhaj. Majelis Hakim juga menjadikan pengaturan dalam
Pasal 1328 KUHPerdata dan pengertian identitas diri menurut Erikson
sebagai dasar hukum. Tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum
yang digunakan Majelis Hakim, menurut penyusun sudah sesuai dengan
hukum Islam karena dasar hukum yang digunakan Majelis hakim dalam
memutuskan perkara ini tidak terlepas dari rujukan kitab figh serta
Majelis Hakim juga dalam memutus perkara nomor: 176/Pdt.G/PA. Yk
melihat dari sisi kemudaratannya yang telah sesuai dengan gawa'idul

fightyyah :

Il

B. Saran
Dari-penelitian ini, penyusun memberikan-beberapa saran;-yaitu :

1. Hendaknya setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan untuk
lebih terbuka dan saling mengenal satu 'sama lain, secara fisik maupun
non fisik. Hal ini dikarenakan mengingat daru tujuan perkawinan yaitu
untuk menciptkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan
kekal sampai akhir hayat. Dan sikap tebuka yang dimaksud disini ialah

menceritakan kondisi psikis dari masing-masing pihak dan sebaiknya
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menceritakan latar belakang masing-masing. Dengan demikian kasus
seperti ini tidak terulang lagi.

. Hendaknya pemerintah lebih memberikan penjelasan lebih detail pada
UU No. 1 Tahuun 1974 tentang perkawinan dan pada Kompilasi Hukum
Islam mengenai pembatalan perkawinan, penjelasan yang dimaksud
mengenai klausa penipuan atau salah sangka.

. Hendaknya penelitian ini dapat berguna berguna bagi mahasiswa yang
akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan penelitian
lanjutan dari topik yang sama. Penyusun berharap agar topik dan
pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa
keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan dengan cara
mengadakan wawancara yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang

maksimal.
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